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Abstrak

Ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang telah sejak lama ada dimana munculnya
diskriminasi negatif dan perlakuan yang berbeda bagi pria dan wanita dengan memandang pria
sebagai sosok yang maskulin dan wanita sebagai sosok yang feminim, yang mana dari anggapan
tersebut menganggap bahwa wanita adalah sosok yang lemah dan tidak mampu bersaing dengan
kaum pria. Berdasarkan catatan dari United Nations Development Programme, penurunan
Gender Develompment Index negara Indonesia tahun 2019 yang menurun dari urutan 103 ke
urutan 111 dari tahun sebelumnya menunjukkan Indonesia menghadapi berbagai permasalahan
untuk mencapai semua indikator kesetaraan gender. Pemerintah Indonesia pun telah berupaya
mengatasi ketidaksetaraan gender dengan berbagai kebijakan yang diterbitkan. Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) yang menjadi salah satu subjek dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memastikan terselenggaranya perencanaan,
penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di organisasinya. Upaya lain terkait
pengarusutamaan gender ini juga terus digaungkan pemerintah melalui Rencana Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Tetapi dalam
pelaksanaannya, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia belum berjalan dengan maksimal.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pengarusutamaan
gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian
menjelaskan, bahwa pengarusutamaan gender belum diterapkan secara maksimal di Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Adapun aspek-aspek penting yag mempengaruhi implementasi
kebijakan antara lain konten kebijakan dan konteks kebijakan. Konten kebijakan meliputi (1)
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kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang ingin
dicapai, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) pelaksana program dan (6) sumber daya tersedia.
Konteks kebijakan meliputi (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, (2)
karateristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa serta (3) tingkat kepatuhan dan adanya respon
dari pelaksana.

Kata Kunci: Kebijakan; Pengarusutamaan Gender; Polri
Abstract

This article aims to explain how the implementation of gender mainstreaming policies in the Republic
of Indonesia National Police and the factors that influence it. The research method used is a qualitative
method through literature studies. The results of the study explained that gender mainstreaming had not
been implemented optimally in the National Police of the Republic of Indonesia.

The important aspects of YAG influence policy implementation include policy content and policy context.
Policy content includes (1) influencing interests, (2) Benefit type, (3) degree of change to be achieved, (4)
Policy maker position, (5) program implementers and (6) resources available. The policy context includes (1)
of power, interests, and strategies from the actors involved, (2) characteristics of institutions and regimes
that are in power and (3) the level of compliance and the response of the executor.

Keywords: Policy; Gender mainstreaming; Polri.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sejatinya telah sejak lama berusaha untuk mengatasi permasalahan
ketidaksetaraan gender yang terjadi. Presiden ke — 4 Indonesia Abdurrahman Wachid menyikapi
permasalahan tersebut dengan menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang ditujukan pada 8 (delapan) subjek
yang meliputi Kementerian dan Lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, serta pemerintah Provinsi,
Kabupaten dan Kota. Tujuan diterbitkannya Instruksi Presiden ini adalah untuk terselenggaranya
perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kurun 5 tahun setelah diterbitkan Inpres tentang Pengarusutamaan Gender, Bappenas
(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) bersama dengan dengan Kemen PPA (Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan) melakukan penelitian pada tahun 2006 di 9 (Sembilan) bidang
pembangunan nasional. Salah satu bidang yang dievaluasi adalah bidang hukum. Di bidang hukum
ini, Kementerian/Lembaga yang dievaluasi adalah pada Depkumham (Departemen Hukum dan
HAM), Kejagung (Kejaksaan Agung) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Catatan
yang diberikan pada Polri saat evaluasi tersebut adalah perubahan kepemimpinan Polri pada tahun
2005 harus dapat memantapkan upaya pengarusutamaan gender di lingkungan Polri.

Sampai saat evaluasi dilakukan tidak ada upaya perubahan yang signifikan dari segi kelembagaan,
kebijakan, sistem informasi dan sumber manusia di Polri. Upaya Polri untuk melakukan reformasi
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di institusinya yang salah satunya dengan penerapan pemolisian masyarakat (community policing)
seharusnya mengacu pada perspektif gender, misalnya dengan penambahan jumlah anggota polwan
(polisi wanita). Selain itu, diperlukan usaha ekstra untuk meyakinkan pimpinan Polri akan pentingnya
penambahan jumlah anggota polwan dan peningkatan jumlah polwan yang bisa menduduki jabatan
struktural dan jabatan strategis. Dengan begitu, kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut
harus dijabarkan secara jelas.

Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Presiden ke — 6 Indonesia ikut serta mengakui
bahwa ketidaksetaraan gender sebagai salah satu permasalahan pembangunan nasional dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu strategi pengarusutamaan gender untuk mengintegrasikan
prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. UN ESCAP (2010) mencatat di
periode pertama pemerintahan Presiden SBY tahun 2004-2009 terjadi peningkatan dari 19 program
responsif gender di tahun 2000-2004 menjadi 38 program responsif gender yang tercantum dalam
RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 telah dilaksanakan oleh
20 (dua puluh) kementerian dengan cara membentuk kelompok kerja untuk penerapan kebijakan
pengarusutamaan gender. Sedangkan di periode kedua pemerintahannya, Presiden SBY lebih
menegaskan kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat nasional maupun lokal dengan upaya
meningkatkan perlindungan dan kualitas hidup wanita serta melibatkannya dalam segi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, monitor dan evaluasi kebijakan.

Presiden Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinannya tahun 2014-2019 juga
menaruh perhatian pada pengarusutamaan gender dengan memasukkan pengarusutamaan gender
sebagai bagian dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang ada dalam
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 sebagai: (1) arah kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan dan
tata kelola pemerintahan yang baik; (2) strategi mengintegrasikan perspektif gender agar terwujud
kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata dengan mengurangi kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta memperoleh manfaat dari kebijakan dan

program pembangunan (Dhewy, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan pengarusutamaan gender yang akan dicapai dalam 5
(lima) tahun periode pembangunan, yaitu: (1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di
berbagai bidang pembangunan; (2) meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak
kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO); (3) meningkatkan kapasitas kelembagaan
pengarusutamaan gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
dan (4) pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim, dan revolusi mental.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai organisasi publik yang menjadi subjek
pengarusutamaan gender di Indonesia dengan jumlah anggotanya yang mencapai 419.983 orang
pada tahun 2020, ketika mempraktekkan pengarusutamaan gender dalam organisasinya tentu akan
mempunyai dampak yang sangat besar baik bagi Polri ataupun lingkungan sekitarnya. Tugas anggota
kepolisian mempunyai dampak sosial yang sangat tinggi di masyarakat karena bersentuhan langsung
dengan masyarakat. Pengarusutamaan gender yang di praktekkan oleh anggota kepolisian di
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lapangan, akan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa Polri adalah organisasi yang terus mendukung
kebijakan dari pemerintah. Sehingga pengarusutamaan gender di anggota kepolisian nantinya juga
berperan sebagai penggerak kesetaraan gender dan keadilan gender di masyarakat. Dikaitkan dengan
Grand Strategy Polri tahun 2005-2025 yaitu Polri harus memberikan kesempatan yang lebih luas
pada polisi wanita untuk bisa duduk di jabatan strategis pengambil keputusan.

Dari uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa pengarusutamaan gender di
Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting dilakukan karena selain untuk mendukung
kebijakan pemerintah, juga berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian seperti aktivitas anggota
kepolisian yang berperan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan juga keterlibatan
polisi wanita untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan strategis Polri. Pemahaman tentang
implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat
diperlukan agar dapat digunakan untuk merubah anggapan anggota kepolisian yang maskulin
menjadi ramah gender di tempat kerjanya. Untuk itulah, di dalam penelitian ini akan dikaji
bagaimana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dan faktor-faktor yang berkontribusi
mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur yang terkait dengan
topik penelitian. Dengan melakukan studi literatur, peneliti berharap akan mendapatkan teori- teori
serta pemikiran yang relevan dengan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dan faktor-
taktor yang berkontribusi mempengaruhinya sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan
dalam melakukan analisis terkait bagaimana agar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
berhasil menerapkan pengarusutamaan gender di organisasinya.

Temuan dan Pembahasan

Pengarusutamaan Gender

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG
(Pengarusutaaan Gender) dalam Pembangunan di Daerah menjelaskan bahwa PUG merupakan satu
dari sekian strategi pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan
gender melalui pengintegrasian permasalahan, aspirasi, kebutuhan dan pengalaman pria dan wanita
ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan
kegiatan di berbagai bidang pembangunan. Sedangkan menurut Razavi dan Miller dalam Jurnal
Perempuan 50 (2006) PUG adalah tahapan politik dan teknis yang membutuhkan perubahan pada
kultur atau watak organisasi, struktur, tujuan dan alokasi sumber daya.

Definisi dari dua sumber di atas memiliki pengertian yang sama, satu menggunakan menggunakan
istilah strategi dan yang satu menggunakan istilah proses politis dan teknis, akan tetapi tujuannya
sama-sama mengacu pada keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa, pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui proses perubahan pada kultur atau
watak organisasi, struktur, tujuan dan alokasi sumberdaya melalui perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, hingga pengevaluasian kebijakan, kegiatan, program, dan kegiatan.
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Disebutkan dalam laporan hasil pelaksanaan pelatihan tutor pengarusutamaan gender (PUG)
Polri yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum yang baru berjalan selama 2 tahun berupaya untuk
mengatasi kesenjangan atau isu gender Polri yang masih ada sampai saat ini, yaitu:

a.  Anggapan masyarakat bahwa Polri adalah organisasi maskulin;

Belum adanya pemahaman bahwa isu gender menjadi salah satu pertimbangan dalam
penempatan tugas di bidang operasional dan pembinaan;

c.  Jumlah Polwan masih kurang pada jabatan strategis dan penyebaran pada tingkat Polsek belum

merata,

d.  Polisi laki-laki lebih banyak bertugas di bidang operasional, sedangkan Polwan lebih diarahkan
pada bidang pembinaan;

e. Sarana prasarana yang mengakomodir kebutuhan laki-laki dan wanita baik anak- anak, lansia
(lanjut usia) dan disabilitas belum merata di setiap satuan kewilayahan;

t. Ruang laktasi bagi polwan dan wanita yang menyusui di satuan kewilayahan belum merata atau
tidak ada sama sekali.

Upaya pengarusutamaan gender di Polri yang telah berjalan dari sosialisasi pada tahun 2015
hingga 2017 dilanjutkan pelatihan tutor pengarusutamaan gender dari 2018 dan 2019 belum bisa
mengatasi tantangan pengarusutamaan gender di lingkungan Polri sebagaimana disebutkan pada
Sambutan Kepala Divisi Hukum Polri dalam penutupan pelatihan tutor pengarusutamaan gender
tahun 2019, antara lain:

a. Pemahaman Konseptual. Secara umum, di internal Polri masih memperlihatkan lemahnya
pemahaman tentang gender di tingkat pengambilan keputusan. Serta terbatasnya kebijakan/
program/ kegiatan yang sudah responsif gender. Selain itu, banyak muncul keluhan dan catatan
bahwa sampai saat ini belum tercipta kesetaraan kesempatan antara polki dan polwan dalam
penugasan dan pemberian jabatan dan juga minimnya perhatian bagi polisi wanita yang memiliki
kapasitas dan integritas.

b. Kebijakan yang netral gender. Ketiadaan kebijakan semacam ini telah melanggengkan
kesenjangan atau disparitas gender di lingkungan Polri. Kebijakan yang netral gender yang
paling mendasar adalah meningkatkan representasi perempuan di level pejabat pengambil
keputusan. Kecilnya partisipasi perempuan dalam mengikuti pendidikan pengembangan dan
pendidikan lanjutan serta diskriminasi berdasarkan gender dalam pendidikan pembentukan,
pengembangan dan kejuruan Polri adalah contoh lain sebagai imbas minimnya kebijakan/
program/ kegiatan dan peraturan yang netral gender di Polri.

c. Kebijakan program dan anggaran. Selama ini belum ada kebijakan, program, kegiatan dan
anggaran yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender di Polri. Pada
tahun 2015 barulah terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pengarusutamaan gender yang
dipercayakan pada Divisi Hukum atau 15 tahun sejak Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional diterbitkan.

Agar penerapan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di dalam organisasi kepolisian
dapat berhasil dilaksanakan, maka penting juga untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi
mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Grindle (1980) memiliki dua pertanyaan mendasar
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implementasinya dan kedua mengenai konteks yakni konteks politik dan administrasi dalam

mempengaruhi implementasi kebijakan. Grindle menjelaskan lebih lanjut mengenai konten dan

konteks dalam implementasi kebijakan.

Konten mencakup hal yang mempertanyakan kesesuaikan design dengan implementasi

kebijakan yang dilaksanakan, melihat pencapaian tujuan kebijakan dengan melihat efek yang terjadi di

masyarakat serta perubahannya. Menurut Grindle (1980) keberhasilan suatu implementasi kebijakan

publik, ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri atas Content of

Policy dan Context of Policy. Content of policy (konten kebijakan) ini antara lain meliputi:

1.

Interests Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).

Grindle (1980) menegaskan kebijakan yang telah dibuat tentunya memiliki pengaruh besar
terutama pada kegiatan politik yang ikut mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Seluruh
kepentingan yang ada menjadi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri.
Grindle (1980) mencontohkan dari suatu proses implementasi kebijakan, pasti akan ada pihak-
pihak yang terganggu oleh kebijakan tersebut dan akan menentang kebijakan yang telah dibuat.
Ini merupakan bukti adanya sebuah reaksi atas nama suatu kelompok atau kepentingan tertentu.

Type of Benefits (Tipe manfaat).

Suatu kebijakan harus terdapat manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat sehingga
akan menunjukan dampak positif dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Grindle
(1980) mengemukakan sebuah kebijakan dapat memberikan manfaat yang beragam misalnya
program yang manfaatnya dapat dibagi dan pembuatan program yang menyediakan manfaat
secara kolektif.

Hal ini memberikan beberapa program dapat segera dilaksanakan karena merupakan
kebutuhan dari penerima manfaat tersebut. Grindle (1980) mencontohkan program untuk
manfaat secara kolektif misalnya penyediaan cahaya dan air di permukiman kumuh di perkotaan
dapat segera diimplementasikan karena kebutuhan kelompok namun sebaliknya pada program
manfaat yang bisa dibagi seperti perumahan, maka dapat memperburuk konflik dan persaingan
karena mencari keuntungan akan lebih sulit dilaksanakan.

Extent of Change Envision (Derajat perubahan yang ingin dicapai).

Grindle (1980) mengutarakan bahwa kebijakan yang dibuat selalu memiliki sasaran yang akan
dituju sebagai indikator keberhasilannya. Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh kebijakan
menjadikan faktor penentu keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Grindle
(1980) menjelaskan lebih lanjut bahwa program yang dibuat untuk tujuan jangka panjang
akan lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan program yang dapat memberikan
keuntungan secara langsung. Grindle (1980) mencontohkan pengenalan teknologi baru untuk
mengembangkan pertanian memerlukan adaptasi perilaku dan partisipasi yang lebih lama
dibandingkan dengan program penyediaan perumahan untuk penghasilan rendah. Contoh
lainnya seperti pemerintah DKI Jakarta yang mensubsidi warganya yang kurang mampu dengan
berbagai macam kartu mendapatkan dukungan yang luar biasa karena langsung memberikan
dampak dari segi ekonomi penduduk dan rasa aman.

Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 15 | Nomor 3 | Desember 2021 211




Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Site of Decision Making (Letak pengambilan keputusan).
Letak pengambilan keputusan menjadi penting dan mempengaruhi implementasi kebijakan.
Pengambilan keputusan yang tepat dapat memberikan hasil positif dalam implementasi kebijakan
sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan. Keputusan yang dibuat juga akan menunjukan pihak
yang akan dibebankan untuk menjalankan berbagai program dan tentunya mempengaruhi cara
kebijakan tersebut dilaksanakan.

5. Program Implementor (Pelaksana program).
Pelaksana program yang mempunyai kapasitas berupa kompentensi dan kapabilitas yang
baik dapat menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini sangat penting guna
mencapai target kinerja dan tujuan akhir kebijakan.

6.  Resources Committed (Sumber-sumber daya yang digunakan).
Sumber daya yang digunakan bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber
daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia dan sumber daya bukan manusia.
Sumber daya manusia tentunya terkait dengan pemahaman terhadapai tujuan dan pelaksanaan
kebijakan, proses penyampaian informasi yang benar, dan lainnya. Untuk sumber daya bukan
manusia mencakup ketersediaan dana dan penggunaan teknologi informasi.

Faktor kedua yaitu Context of Policy (konteks kebijakan). Aspek-aspek yang terdapat dalam
konteks kebijakan adalah :

1. Power, Interest, and Strategy of -Actor Involved (Kekuasaan, kepentingan- kepentingan, dan
strategi dari aktor yang terlibat).
Grindle (1980) memahami bahwa implementasi kebijakan menjadi proses pengambilan
keputusan yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Aktor yang terlibat akan
membuat pilihan tentang alokasi khusus dan sumber daya publik sehingga akan mempengaruhi
keputusan. Aktor-aktor tersebut tentunya melibatkan banyak pihak seperti penerima manfaat,
pelaksana birokrasi tingkat menengah sampai bawah, politisi, kelompok elit ekonomi dan
perencana tingkat nasional. Setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing sehingga
memungkinkan terjadinya konflik terbuka sehingga nantinya pihak tertentu akan memperoleh
sesuatu yang ditentukan oleh kekuasaan, sumber daya dan strategi dari aktor yang terlibat dalam
konflik tersebut. Hal ini menunjukan bahwa implementasi yang diterapkan merupakan hasil
dari tindakan elit politik yang berinteraksi dalam konteks kelembagaan, politik kepentingan
dan kelompok yang bersaing untuk sumber daya yang langka serta respon pejabat pelaksana.

2. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
Karakteristik lembaga dan rezim pemerintah yang saat itu berkuasa dapat memfasilitasi penilaian
untuk mencapai tujuan kebijakan dan program. Kebijakan dapat diimplementasikan dalam
lingkungan yang mendukung oleh karenanya dukungan rezim yang berkuasa dan karaketistik
dari lembaga yang baik dapat memperlancar implementasi kebijakan.

3. Compliance and Responsiveness (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
Kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan dalam menaggapi kebijakan yang diembannya

menjadi salah satu hal yang penting dalam prosesn pelaksanaan kebijakan. Dalam studinya,
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Grindle menjelaskan kegagalan pelaksana dalam melaksanakan program dari kebijakan karena
memiliki sedikit kendali atas imbalan atau hukuman yang diperlukan untuk memperoleh
kepatuhan dengan tujuan program.

Kesimpulan

Penerapan pegarusutamaan gender anggota kepolisian di tempat kerja memerlukan upaya
pemahaman yang baik terkait dengan konsep pengarusutamaan gender sebagai pedoman yang
digunakan. Di dalam konsep pengarusutamaan gender, pengarusutamaan gender merupakan satu
dari sekian strategi pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan
gender melalui pengintegrasian permasalahan, aspirasi, kebutuhan dan pengalaman pria dan wanita
ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan

kegiatan di berbagai bidang pembangunan.

Keberhasilan pengarusutamaan gender anggota kepolisian di tempat kerja juga harus
memperhatikan faktor- faktor yang berkontribusi sebagai determinan suksesnya implementasi
kebijakan pengarusutamaan gender antara lain konten kebijakan (content of policy) dan konteks
kebijakan (context of policy). Konten kebijakan (content of policy)) meliputi (1) kepentingan-
kepentingan yang mempengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang ingin dicapai, (4)
kedudukan pembuat kebijakan, (5) pelaksana program dan (6) sumber daya tersedia. Konteks
kebijakan (context of policy) meliputi (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang
terlibat, (2) karateristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa serta (3) tingkat kepatuhan dan
adanya respon dari pelaksana.

Saran

Kajian konseptual ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang implementasi
kebijakan pengarusutamaan gender di tempat kerja bagi anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Kajian ini menjelaskan konsep dan faktor determinan implementasi kebijakan secara

umuim.

Penelitian kedepan di sarankan mengkaji implementasi kebijakan secara lebih mendalam
dan spesifik tentang pengarusutamaan gender bagi anggota kepolisian, terutama polisi wanita.
Dan juga perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi
pengarusutamaan gender di tempat kerja bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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